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ABSTRAK

Al-Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan
penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap yang bersedia untuk
mengolahnya, yang nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan
untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan kerjasama
akad al-Mukhabarah dalam bidang pertanian berdasarkan akad al-Mukhabarah perspektif Al-
Wahbah Az-Zuhaili studi kasus Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Untuk
mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui data primer
dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kerjasama dalam bidang pertanian berdasarkan akad al-Mukhabarah di Desa Kebandaran
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya hampir mirip dengan akad al-
Mukhabarah Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili. Namun terdapat ketidaksesuaian terhadap
pelaksanaanya yaitu dimana petani di Desa Kebandaran dalam objek akadnya terdapat campur
tangan pihak pemilik lahan sering terjadi pihak pemilik lahan memberikan tambahan modal
kepada pihak penggarap berupa biaya untuk pembelian pupuk, biaya pengairan, biaya pembelian
pestisida, dan biaya jasa pemotongan padi. Dalam penentuan masa penggarapannya petani Desa
Kebandaran tidak menentukan pada saat awal dilakukannya akad. Sehingga dalam kerjasama ini
masa berakhirnya kerjasama bisa berakhir kapan saja sesuai dengan keinginan kedua pihak. Hal
ini jelas bertentangan dengan syarat-syarat akad al-Mukhabarah Perspektif Al-Wahbah Az-
Zuhaili. Akan tetapi masyarakat petani Desa Kebandaran tidak merasa dirugikan dengan adanya
kedua hal tersebut karena dianggap sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar.
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IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL COOPERATION BASED ON
AL-MUKHABARAH CONTRACT
(KEBANDARAN VILLAGE, BODEH SUB-DISTRICT, PEMALANG DISTRICT)

ABSTRACT

Al-Mukhabarah is a cooperation in agriculture between landowners and cultivators, where
landowners hand over their land to cultivators who are willing to work on it, and the results will
be divided according to the agreement. This study aims to find answers to the main question of
how the mechanism for implementing al-Mukhabarah contract cooperation in agriculture based
on the al-Mukhabarah contract from the perspective of Al-Wahbah Az- Zuhaili, a case study of
Kebandaran Village, Bodeh District, Pemalang Regency. To achieve the research objectives, the
authors used descriptive qualitative methods through primary and secondary data. The data
collection method used in this research is through observation, interviews, and documentation.
The results of this study can be concluded that agricultural cooperation based on the al-
Mukhabarah contract in Kebandaran Village, Bodeh District, Pemalang Regency in its
implementation has not fully fulfilled the concept of the Al- Mukhabarah contract from the
perspective of Al-Wahbah Az-Zuhaili. There are discrepancies in its implementation, namely
where farmers in Kebandaran Village in the object of the contract there is interference from the
landowner, it often happens that the landowner provides additional capital to the cultivator in the
form of costs for purchasing fertilizers, irrigation costs, costs of purchasing pesticides, and costs
for rice cutting services. In determining the cultivation period, Kebandaran Village farmers do
not determine at the beginning of the contract. So that in this collaboration, the end of the
collaboration can end at any time according to the wishes of the two parties. This is clearly
contrary to the terms of the al-Mukhabarah contract from the perspective of Al-Wahbah Az-
Zuhaili. However, the farming community of Kebandaran Village does not feel disadvantaged by
the existence of these two things because it is considered to have become a habit of the
surrounding community.
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PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan. Bidang pertanian merupakan suatu
kegiatan yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan
bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber daya energi lainnya untuk mengelola lingkungan
hidup (Purba, et al., 2020). sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi pada kualitas

pertumbuhan ekonom (Fagih & Ngatikoh, 2020).



Islam Sebagai agama terbesar di dunia, dimana telah banyak mengajarkan kita untuk saling
tolong-menolong antar sesama manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial yang hidup
berkelompok dan saling membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam melakukan kegiatannya
manusia membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tempat inilah yang dikenal
sebagai ruang saling berinteraksi antar manusia. Untuk itu kita perlu mengetahui bahwa dalam
Islam segala sesuatunya semua sudah diatur baik halal mau paun haramnya suatu hal. Ada yang
mengatur tentang masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu dalam figih yaitu
disebut muamalat (Miftahur Rahmi, 2020).

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu
kerjasama. Dalam konteks Islam bentuk kerjasama disebut dengan syirkah yang mengacu pada
sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan
yang sama yaitu mendapatkan keuntungan (Salsabila & Hidayat, 2023).

Semua bentuk akad dan cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan boleh
dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang dalam syara’. Hal

ini sesuai dengan Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah :
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Artinya : “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya .

Oleh karena itu, syirkah atau kerjasama ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin
melakukan kegiatan tertentu yang bisa menguntungkan bagi semua pihak.Salah satunya yaitu
dalam konteks pertanian bagi hasil atau kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan pengelola

lahan dimana dalam perjanjian ini menggunakan bagi hasil yang telah disepakati. Dalam



pembagian hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan dalam pembagian upah bagi hasil
antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

Berdasarkan konsep Imam Asy-Syafi’l dalam kitab Al Umm jilid 7 Ar-Rabi’ bin Sulaiman
mengabarkan kepada kami, dia berkata “ Asy-Syafi’l mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Sunnah Rasulullah saw menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah boleh melakukan transaksi
atas kebun kurma dengan memperoleh sebagian dari hasilnya. Hal tersebut mengikuti Sunnah
Rasulullah saw. Pokok harta yang sudah ada diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang
menggarap sebagai modal yang dikembangkan, agar pengelolah dengan merawat kebun kurma itu
memperoleh sebagian dari buahnya, dan pemilik tanah juga memperoleh sebagiannya. Dalam kitab
Al Umm tidak menjelaskan tentang syarat dan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan
akad al-Mukhabarah (Asy-Syafi'i, 2003).

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam akad al-Mukhabarah adalah suatu kerjasama antara
kedua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap dimana benih yang akan digunakan berasal dari
pengelolah atau penggarap, dengan adanya perjanjian bahwa bagi hasil akan dibagi dua
berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun syarat al-Mukhabarah yaitu syarat yang melakukan
akad, adanya kejelasan benih yang akan ditanam, akad dilakukan sebelum pengolahan lahan,
pembagian bagi hasil harus jelas, adanya ketentuan jangka waktu dalam akad. Akad kerjasama
bagi hasil seperti ini diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam
pelaksanaannya konsep al-Mukhabarah banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama
figih yaitu menyangkut beberapa aspek diantaranya adalah akad, penyediaan modal, waktu
perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil(Anisa, 2023).

Namun berdasarkan konsep Al-Wahbah Az-Zuhaili Syarat al-Mukhabarah yaitu pihak yang

melakukan akad harus berakal, bukan orang murtad. Penentuan benih harus jenis tanaman yang



ditanam akan ditanam akan berkurang atau bertambah. Penentuan bagi hasil ditentukan dari
kadarnya seperti dibagi dua, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Ketentuan lahan yang
akan ditanami harus layak dan cocok dijadikan lahan pertanian dan lahan tersebut harus diserahkan
sepenuhnya kepada pihak penggarap karena jika tidak bisa menimbulkan perselisihan. Penentuan
objek akad al-Mukhabarah yaitu pemanfaatan lahan yang benihnya dari pihak penggarap (dalam
hal ini pihak penggarap menyewa lahan atau pihak pemilik lahan menyewakan lahannya). Syarat
alat yang digunakan untuk mengolah lahan yaitu seperti mesin traktor untuk membajak lahan dan
peralatan lainnya yang bisa digunakan untuk mengolah lahan pertanian, dan statusnya sudah
masuk pada saat akad dilakukan. Selanjutnya vyaitu syarat waktu dilaksanakan akad al-
Mukhabarah yaitu harus jelas dan pasti (Az-Zuhaili, 2011).
LANDASAN TEORI
Kata figih secara etimologi adalah pengertian atau pemahaman. Sedangkan menurut

terminologi figih merupakan pengetahuan tentang keagamaan yang mencakup ajaran agama,
agidah, akhlak, dan ibadah menurut syariat islam. Seiring berkembangnya zaman, figih diartikan
sebagai suatu bagian dari syariat islam yang mengetahui tentang hukum syariah yang berhubungan
dengan manusia yang berakal. Secara bahasa Muamalah dari kata yuamilu yang memiliki arti
bertindak, saling melakukan sesuatu dan mengamalkannya. Sedangkan menurut istilah muamalah
merupakan sesuatu yang dapat manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muamalah juga dapat
diartikan sebagai segala peraturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan
manusia, manusia dengan alam tanpa adanya perbedaan (Syafei, 2001).
Akad

Akad dalam bahasa arab yaitu ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa
pihak dalam hal tertentu, baik ikatan yang bersifat konkret atau abstrak, baik dari satu sisi atau dua

sisi. Akad dalam Islam selalu bergabung kedalam aturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu aturan



C.

untuk akad yang kuat dan telah diatur oleh syariat untuk dijalankan oleh manusia. Kewajiban setiap
individu terkait secara utuh dengan hukum syariat yang telah mengatur akad tersebut. Dari
pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa akad dalam perspektif Islam adalah untuk
mendapatkan tujuan syariat yang bersifat umum (Az-Zuhaili, 2011).
Rukun Akad
Menurut Rawas Qal'ahji dalam kamus arab-inggris yang berjudul Rawwas Qol ahji
Mu’jam Lughah al Furgan bahwa rukun adalah sesuatu itu tidak akan berdiri tanpa adanya rukun.
Karena rukun sudah menjadi sebuah pondasi (Qal'ah Ji, 1988). Dari kalangan selain ulama
Hanafiyah ada 3 hal penting terkait rukun akad, yaitu sebagai berikut :
Aqgid (pengakad) adalah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang antara dua pihak. Baik dari
pemilik lahan dan penggarap lahan maka mereka memiliki hak untuk melakukan akad
Ma'qud Alaih(objek yang diakadkan) adalah sesuatu benda yang digunakan untuk akad. Dalam
rukun ini pengelola harus mengetahui objek yang akan dikelolah oleh dan harus jelas tidak boleh
samar-samar dimana antara pemilik lahan dan penggarap lahan harus sama-sama mengetahui
bagaimana keadaan objek yang layak atau tidak untuk dijadikan sebagai objek akad.
Shighat adalah suatu tujuan dilaksanakannya akad tersebut.
Syarat Akad
Menurut Rawas Qal'ahji dalam kamus arab-inggris yang berjudul Rawwas Qol ahji Mu ’jam
Lughah al Furgan bahwa syarat adalah sesuatu yang tetap atau wajib dari ketiadaanya (syarat)
menjadi tidak ada hukum, dan tidak tetap atau wajib dari adanya sesuatu (syarat) itu menjadikan
ada dan tidaknya hukum (Qal'ah Ji, 1988). Dilihat dari sumbernya Para fugaha membagi menjadi

dua yaitu sebagai berikut:



a. Syarat syar’i, yaitu syarat yang diwajibkan oleh syarat yang harus ada untuk bisa terwujud suatu
akad seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada saqid untuk keabsahan suatu akad.
b. Akad ja’li, yaitu syarat yang dibuat oleh pengakad atas kehendak tertentu dalam sebuah akad
sesuai dengan keinginan sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dari akad tersebut.
AL-MUKHABARAH
Pengertian Mukhabarah Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili
Terdapat beberapa pengertian al-Mukhabarah yang dikemukakan oleh para ulama antara
lain :
Menurut Syafi’iyah al-Mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian
apa yang keluar dari bumi.
Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa sesungguhnya pemilik lahan
menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal dari penggarap.

Dapat kita simpulkan bahwa al-Mukhabarah adalah suatu akad kerjasama penggarapan
lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap, sedangkan nanti hasilnya akan
dibagi kedua pihak dengan prosentase pembagian sesuai dengan kesepakatan kedua nya.
Sedangkan biaya dan benihnya tanggung jawab pihak penggarap.

Dasar Hukum Akad al-Mukhabarah
a. Al-Qur’an
Terdapat firman Allah mengenai landasan hukum tentang akad al-Mukhabarah atau
bagi hasil panen terdapat pada potongan QS Az-Zukhruf ayat/32 yaitu sebagai berikut :
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b.

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmah Tuhanmu? Kamilah yang
menentukan penghimpun mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggalkan
sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.” ( Q.S Az-Zukhruf ayat/32)
Hadits
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dasar hukum al-
Mukhabarah yaitu

“ Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia
menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” ( HR. Bukhari )

Selanjutnya ada dalil yang dijadikan landasan oleh para imam diantaranya yaitu imam
Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'l tentang tidak adanya pensyariatan al-Mukhabarah yakni “
bahwasannya rasulullah saw melarang al-mukhabarah “. karena upah dari pihak penggarap

diambil dari apa yang telah ditanamnya, dan ada kalanya berstatus ma'dum (tidak ada).

Syarat -Syarat Al-Mukhabarah Perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili

f)
9)
h)

Menurut pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf
menentukan jumlah syarat untuk al-Mukhabarah Yaitu ada delapan yaitu sebagai berikut :
Berakal
Bukan orang murtad menurut pendapat Imam Abu Hanafiah
Syarat sesuatu yang akan ditanam
Syarat dari hasil panen
Syarat lahan yang akan ditanami
Syarat objek akad al-Mukhabarah
Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat waktu penggarapan al-Mukhabarah



METODE PENELITIAN
Dasar Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( field research ) yang datanya diperoleh
dari hasil lapangan dengan cara pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan informasi dari

lingkungan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memilih Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
sebagai obyek penelitian ini berdasarkan pengamatan dan pertimbangan peneliti, bahwa Desa
Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan desa yang sebagian besar
masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai implementasi akad al-Mukhabarah pada masyarakat petani di Desa

Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang menurut konsep al-Wahbah az-Zuhaili.

Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti sebagai informan utama juga
membutuhkan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan yang baik digunakan yaitu

sebagai berikut :

1) Handphone, tape recorder, kamera foto, dan kamera video, alat ini juga sangat membantu
peneliti dalam melakukan penelitiannya, karena handphone ini kita bisa mengambil dokumentasi
berupa gambar, rekaman suara, maupun video.

2 Wawancara, merupakan alat yang sangat penting dalam melakukan penelitian, seorang

peneliti mampu untuk mewawancarai seorang informan untuk mengumpulkan informasi-



informasi terkait dengan peneliti inginkan yaitu tentang apa, bagaimana, kenapa dengan beberapa
pertanyaan yang diberikan (Al Hamid & Anufia, 2014).
Sumber Data

Data Primer menurut (Sugiyono, 2019) adalah suatu data yang diperoleh pada saat
melakukan wawancara atau kuesioner. Data Sekunder menurut (Sugiyono, 2016) adalah data yang

bersumber dari orang lain atau bisa disebut dengan sumber yang tidak langsung memberikan data.

Alat dan Teknik Pengumpulan Data

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang
pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak atau besar. Teknik pengumpulan data

dengan triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.

Informasi Penelitian

Informan utama adalah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber informasi
atau data secara primer dalam menyampaikan suatu teknis. Informan kunci adalah seseorang yang
mengetahui informasi secara keseluruhan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Informan
tambahan adalah suatu individu maupun kelompok yang menjadi asal data atau isu sekunder dalam
menyampaikan suatu gambaran pendukung asal data primer terkait informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara diatas bahwa implementasi kerjasama dalam
bidang pertanian berdasarkan akad al-Mukhabarah di Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang. Dari hasil wawancara yang didapatkan yaitu :

1. Pihak yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan bukan orang murtad. Syarat yang

pertama ini sudah sesuai dengan konsep akad al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah Az-



Zuhaili karena dalam kitab a/ fi’lu wa adillatuhu terdapat keterangan bahwa pihak yang
melakukan akad harus sudah baligh, berakal, dan bukan orang murtad.

. Dalam penentuan benih ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Hal ini sudah
sesuai dengan konsep akad al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah az-Zuhaili pembagian hasil
panen biasa dibagi dua, tiga, empat dan lainnya. Dan pada umumnya masyarakat petani di
Desa Kebandaran menggunakan pembagian dibagi dua atau maro.

. Dalam pelaksanaannya pembagian hasil panen disebutkan di awal akad. Untuk hasil yang
didapatkan dari masing-masing pihak yaitu separo dari hasil panen karena prosentase
pembagian hasilnya yaitu dibagi dua. Syarat yang ketiga ini sudah sesuai dengan konsep akad
al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah az-Zuhaili karena dalam pembagian hasil harus
disebutkan di awal akad dan pembagian hasilnya boleh dibagi dua, tiga, atau empat sesuai
dengan kesepakatan kedua pihak.

. Penentuan lahan yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap. Namun
ada suatu hal yang menjadikan syarat ini tidak sesuai dengan akad al-Mukhabarah yaitu
bahwa pihak pemilik lahan memberikan biaya tambahan kepada pihak penggarap. Hal ini jelas
tidak sesuai dengan konsep al-Mukhabarah Perspektif al-Wahbah az-Zuhaili

. Di Desa Kebandaran menggunakan dua objek akad yaitu berupa kemanfaatan pekerja dan
pemanfaatan lahan. Kemanfaatan pekerja yaitu karena petani desa kebandaran menyewa lahan
dengan upah bagi hasil. Kemanfaatan pekerja yaitu karena masyarakat petani Desa
Kebandaran mempekerjakan pihak ketiga dalam pengelolaannya yaitu pembajakan lahan. Hal
ini sudah sesuai dengan konsep akad al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah az-Zuhaili dimana
objek yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian boleh menggunakan satu objek akad

atau keduannya.



6. Dalam penggunaan alat pertanian pada umumnya diserahkan kepada pihak penggarap.
Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan di Desa Kebandaran pada umumnya dari pihak
penggarap. Dengan demikian sudah sesuai dengan akad al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah
az-Zuhaili.

7. Adapun dalam pelaksanaanya masa pengelolaan tidak disepakati pada saat awal melakukan
akad kerjasama. Kerjasama ini berakhir kapan saja sesuai dengan kesepakatan kedua nya.
Dengan demikian syarat yang ketujuh dalam masa pengelolaanya belum sesuai dengan konsep
akad al-Mukhabarah perspektif al-Wahbah az-Zuhaili. Dimana waktu pengelolaan harus
disepakati pada saat awal melakukan akad kerjasama.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan Kerjasama dalam bidang pertanian yang
dilakukan masyarakat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan

sistem kerjasama yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad al-Mukhabarah yaitu :

1. Kesamaan atau kesesuaian dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian yaitu pertama,
syarat pihak yang melakukan akad harus sudah baligh, kedua syarat penentuan benih tanaman
yang akan ditanam harus jelas dan pasti, ketiga syarat pembagian hasil yaitu separuh,
sepertiga, seperempat, dalam pembagiannya kedua pihak harus sama, keempat syarat
penentuan objek akad yaitu berupa pemanfaatan lahan dan kemanfaatan pekerja, kelima syarat
penentuan alat yang digunakan dalam pengelolaan sepenuhnya dari pihak pemilik lahan.

2. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian yang pertama, syarat
penentuan lahan dimana dalam pelaksanaanya masyarakat petani yang berstatus sebagai

pemilik lahan tidak hanya memberikan modal berupa lahan. Namun dalam pengelolaannya



masih ada campur tangan dari pihak pemilik lahan yaitu memberikan modal tambahan dalam
hal pembiayaan pembelian pupuk, pembiayaan jasa pemotongan padi, pembiayaan pengairan
lahan, pembiayaan pembelian obat pestisida. Kedua dalam penentuan masa penggarapan
dalam pelaksanaannya tidak ditentukan dengan jelas. Karena sudah menjadi adat kebiasaan
petani Desa Kebandaran bahwa kedua pihak tidak menyebutkan dengan pasti jangka waktu
yang ditentukan. Sehingga akad tersebut dapat berakhir kapan saja sesuai kesepakatan
masing-masing pihak.

Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili bahwa jika modal bibit dari pihak penggarap maka
semua biaya perawatan tanaman ditanggung oleh pihak penggarap. Dalam praktiknya
masyarakat Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang pihak pemilik lahan
memberikan tambahan biaya untuk pengolahan lahan yaitu berupa biaya pembelian pupuk,
biaya pengairan, biaya jasa pemotongan padi, dan biaya pembelian obat-obatan. Namun
adanya hal tersebut masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan, karena bersifat saling
membantu dan tolong menolong.

SARAN
Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang

memiliki kemampuan di bidang pertanian, yaitu :

1. Pentingnya masyarakat mengetahui tentang Kerjasama dalam bidang pertanian. Hal ini
diharapkan agar kedepannya masyarakat mengetahui dengan pasti ketentuan dan syarat yang
harus dilakukan pada saat melakukan Kerjasama dalam bidang pertanian.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama,
diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada

di masyarakat sekitar.
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